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HUKUM DAN PERADILAN ISLAM
PADA MASA TURKI USMANI

1. . . Pendahuluan

Salah satu kajian dalam lapangan
hukum dan peradilan Islam adalah pada
aspek sejarahnya yang oleh kalangan
ahlinya biasanya disebut dengan al-
Tarikh al-Tasyri’ al-Islami. Dalam
teknik kajiannya, para pengkaji memi-
lah-milah sejarah perkembangan hukum
Islam dalam periode-periode tertantu.
Muhammad al-Khudlari Bik, salah se-
orang pengkaji sejarah perkembangan
pelaksanaan hukum Islam, meruntut pe-
riodisasinya itu pada enam penodel)
yaitu: (1) Pembinaan dan pelaksanaan
hukum Islam pada masa Rasulullah
saw. (2) Pembinaan dan pelaksanaan
hukum Islam pada masa Sahabat- sha-
habat Besar, (3) Pembinaan dan pelak-
sanaan hukum Islam pada masa Sha-
habat-shahabat Kecil sampai akhir abad
pertama Hijriyah, (4) Pembinaan dan
pelaksanaan hukum Islam pada masa
terbentuknya figh (hukum Islam) seba-
gai suatu ilmu yang mandiri, berakhir
pada abad ketiga Hijriyah, (5) Pembi-
naan dan pelaksanaan hukum Islam
pada periode masuknya masalah-masa-
lah yang banyak sekali dan menjadi ba-
han diskusi dan pembahasan para to-
kohnya; periode ini berakhir pada han-
curnya Baghdad di tangan Hulagu

(abad ketujuh Hijriyah), (6) Pembinaan
dan pelaksanaan hukum Islam pada
masa taklid, yaitu sejak kejatuhan
Baghdad sampai sekarang.

Memperhatikan periodisasi terse-
but di atas, dapatlah ditentukan bahwa
hukum Islam pads masa Kerajaan Turki
Usmani termasuk ke dalam periode ke-
enam (terakhir), yaitu periode taklid.
Yang dimaksud dengan periode’ taklid
ialah suatu periode yang antara lain di-
tandai dengan adanya kecenderungan
ulama-ulama untuk mencukupkan
cakupan-cakupan hukum Islam itu pada
kitab-kitab yang dnwansl dari periode-
periode sebelumnya.?) Demikian pula
kitab-kitab dan pendapat-pendapat me-
ngenai hukum Islam pada periode sebe-
lumnya itu dijadikan rujukan dalam me-
mecahkan masalah-masalah fighiyah.
Zaman Kerajaan Turki Usmani adalah
sebagian dari kenyataan periode taklid
ni. -

Untuk memudahkan pembabasan
dalam makalah ini, gambaran hukum
dan peradilan Islam pada masa Turki
Usmani dibagi ke dalam dua periode,
yaitu periode sebelum Tandhimat dan
periode setelah Tandhimat. Dalam
pembagian ini, Tandhimat ditempatkan
sebagai tonggak pemnsah» dua periode



keadaan hukum dan peradilan Islam di
Turki Usmani, sebab, di satu pihak

Tandhimat mengancam berakhimya

dominasi hukum Islam, sedang di pihak -

lain ia merupakan awal pembaharuan
Turki Usmani dalam bidang hukum.
Bahkan boleh jadi, Tandhimatlah yang
melicinkan jalan sekularisasi di Turki
Usmani.

II. Sekilas tentang Kerajaan Turki
Usmani

Berdmnya Kerajaan Turki Usmani
dirintis oleb Ertoghrul beserta peng-
ikut-pengikutnya  yang mengungsi ke
dataran tinggi Asia Kecil. Di sana me-
reka mengabdikan diri kepada Sultan
Alauddin II (Sultan. Saljuk) yang ke-
betulan sedang berperang melawan Bi-
zantium. Berkat bantuan mereka, Sul-
tan Alauddin mendapat kemenangan.
Atas jasa baik itu, Alauddin mengha-
diahkan sebidang tanah di Asia Kecil
yang berbatasan dengan Bizantium.
Sejak itu mereka terus membina wila-
yah barunya dan memilih kota Syukud
sebagai ibu kota.¥

Pada tahun 1289 M., Ertoghrul
meninggal dunia, dan kepemimpinan
dilanjutkan oleh puteranya, Usman.
Usman ibn Etoghrul inilah yang diang-
gap pendiri Kerajaan Usmani. Usman
menyatakan kemerdekaan dan berkuasa
penuh atas daerah yang dikuasainya itu
pada tahun 1300 M., ketika Sultan
Alauddin (raja Seljuk Rum) terbunuh
oleh bangsa Mongol, dan Seljuk terpe-
cah-pccah menjadi keujun-keupm
kecil. Karena penguusa pertamanya
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juan-kemajuannya ~ dalam

bernama Usman (disebut juga Usman
I), maka kerajaan yang berdiri inipun
dinamakan Turki Usmani.

" Sampai dengan masa Kerajaan
Turki Usmani diperintah oleh Sulay-
man  al-Qammi (1520-1566 M.),
wilayahnya meliputi Afrika Utara,
Mesir, Hijaz, Iraq, Armenia, Asia Ke-
cil, Kremea, Balkan, Yunani, Bulgam‘aﬁ
Bosnia, Hongaria, dan Rumania.
Daerah kekuasaan yang luas inilah yang
menjadi cin bahwa Kerajaan Turki Us-
mani adalah negara besar (Imperium).

Dalam sejarah perkembanganna,
Kerajaan Turki Usmani mencatat kema-
bidang
kemiliteran, pemerintahan, ilmu penge-
tahuan, budaya, dan keagamaan. Da-
lam bidang kemiliteran Kerajaan Turki
Usmani berhasil membangun angkatan
bersenjata yang kuat dengan pasukan
intinya, Jenissari. Pasukan inilah yang
dapat mengubah negara Usmani menja-
di mesin perang yang paling kuat, dan
memberikan dorongan yang amat besar
dalam ;gnaklukan negeri-negeri non-
muslim.>’ Pasukan ini baru dibubarkan
pada tahun 1826 M. Dalam bidang pe-
merintahan, Kerajaan Turki Usmani
berhasil menetapkan struktur pemerin-
tahan secara hierarkis. Sultan adalah
penguasa tertinggi yang, dalam menja-
lankan roda pemerintahan dibantu oleh
shadr al-a’dham (perdana menteri).
Penguasa daerah tingkit satu dipegang
oleh pasya (gubernur). Daerah tingkat
satu ini membawahi daerah- daerah
tingkat dua, penguasanya disebut al-
zanazig.



Dalam bidang ilmu pengetahuan,
kemajuan yang dicapai tidak banyak,
selain mengadopsi ilmu pengetahuan
dari Arab, dan mempengaruhi kebiasa-
an orang Turki dari nomad menjadi pe-
nguasa yang disegani. Dalam bidang
budaya, yang menonjol adalah pengem-
bangan arsitektur yang ditandai dengan
munculnya bangunan bangunan yang
indah. Sedangkan dalam bidang keaga-
maan, Usmani berhasil menempatkan
agama sebagai kriteria penggolongan
masyarakat, dan kerajaan sendiri sangat
terikat dengan syari’at sehingga fatwa
ulama menjadi hukum yang berlaku.
Karena itu dalam struktur pemerintahan
pusat terdapat Mufti, sebagai pejabat
tertinggi urusan agama, berwenang
memberi fatwa resmi terhadap problem
keagamaan yang dihadapi masyarakat.
Tanpa legitimasi Mufti, keputusan hu-
kum kerajaan bisa tidak berjalan.®

Kemajuan dan kejayaan Turki Us-
mani mengalami kemunduran setelah
Sultan Sulayman al-Qanuni. Pudarnya
kejayaan itu paling banyak disebabkan
karena kelemahan di bidang militer.
Kerajaan Turki Usmani terus menerus
menderita kekalahan dalam pertem-
puran melawan Barat (Eropa) dan
Timur (Persia). Sampai pada akhimya
wilayah kekuasaan Turki Usmani tidak
seluas dulu lagi, yaitu pada wilayah
yang kemudian menjadi Republik Turki
seperti sekarang ini. Kerajaan Turki
Usmani berakhir pada tahun 1924 de-
ngan penguasanya yang terakhir, Abdul
Majid; untuk sclanjutnya berubah men-
jadi Republik Turki. _
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IN. Hukum dan Peradilan Islam Se-
belum Tandhimat (1300-1839 M)
Hukum yang dipakai dalam meng-

atur masyarakat di zaman kerajaan-

kerajaan Islam di masa lampau, terma-
suk Kerajaan Turki Usmani, bukan ha-
nya hukum figh, tetapi juga hukum se-
bagai diputuskan oleh khalifah atau sul-
tan. Hukum ini kemudian diberi nama
iradah saniyah. Ada pula hukum yang
dibuat oleh rapat-rapat menteri dengan
persetujuan khahfah atau sultan, dan ini
disebut qanun Iradah saniyah ialah
hukum dalam bentuk putusan khalifah
atau sultan terhadap perkara-perkara
mengenai persengketaan atau pertikaian
yang biasa timbul di masyarakat setiap
hari. Sedangkan qanun ialah hukum
yang dihasilkan dari keputusan- kepu-
tusan rapat menteri yang kemudian
mendapat persetujuan khalifah atau sul-
tan, mengenai soal-soal administrasi
negara dan soal-soal politik seperti ten-
tang pemberontakan, pemalsuan uang,
pelanggaran hukum, dan sebagainya.
Hukum yang disebut ganun itu
berkembang dengan baik di Kerajaan

Turki Usmani. Puncak’ perkem-

bangannya terjadi pada masa pemerin-

tahan Khalifah Sulayman I (1520-1566

M.). Banyak qanun- qanun yang diha-

silkan pada ini, sehingga Khali-

- fahnya sendm mendapat gelar al-

Qanuni; Khalifah Sulaiman I disebut
juga dengan Sulayman al-Qanuni.
Qanun-ganun yang berkembang pada
masa ini juga menandai kerajaanini
pada pencapaian puncak kejaysannya.

Melihat pelaksansan dan posisi



serta peradilan Islam di Kerajaan Turki

Usmani sebelum : tandhimat, nampak
berhubungan dengan sistem dan struk-
tur pemeriotghan. * Sultan atau khalifah
adalah kepala negara yang sekaligus
pula sebegai kepala agama. Kedua sisi
ini mengharuskan sultan untuk . bertin-
dak dalam kebijjaksanaan negara dan
kebijaksanaan agama. Dalam kedua
kebuaksanaan ini, kewenangan peradi-
lan adalah juga kewenangan khalifah.?
Tetapi . kemampuan - sultan . dalam
keahlian kenegaraan dan keahlian “ke-
agamaan belum tentu sepadan dengan
kewenangan yangg diembannya. Untuk
itw sultan mengangkat pejabat-pejabat
resmi negara yang mempunyal keahlian
dalam bidang kenegamn dan keagama-
an. Secars rinci pejabat dan kelemba-
gaan-kelembagaan yang ditetapkan oleh
sultan dapat diperlihatkan sebagai ber-
ikut:’

1. Kelembagaan dalam Bidang Hu-

kum dan- Peradilan

Kekuasaan' sultan dalam 'bidang
hukum dan peradilan; di samping yang
berkaitan dengan urusan sipil, juga hal-
hal yang berkaitan dengan urusan-urus-
an, politik (siyasi), militer Saskan), dan
tata usaha negara (idan) Oleh kare-
na itu kewenangannya dipilah pada dua
bagian, ;yaitu bukum syari’ah dan hu-
um-hukumm non syari’ah. Kedua ke-
wenangan ini-; masing-masing diserah-
kan: kepada’ lembaga:dan pejabat yang
berbeda. Kedua kelembagaan ini ialah:

1)." al-Qadli

_xnllmhgllLini disenhi kewe-
2! nanomnydalam palaksanaan hukum-
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hukum syari’ah. Secara hierarkis,
di samping qadli yang ada di pusat
ibu kota, juga tersebar gadli-gadli
di daerah-daerah. Sedangkan da-
lam porsi kewenangannya yang le-
bih  khusus terbagi pula pada
qadli-qadli tertentu, baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah.
Seluruh  kekuasaan gqadli itu
dikepalai oleh Qadli al- Qadlat
yang berkedudukan di tingkat
pusat (ibu kota kerajaan). Qadli-
gadli dan kekuasaan kehakiman
tertentu yang dibawahi atau
dikepalai oleh Qadli al-Qudlat itu
ialah:

(1). qadli (biasa), yaitu qadli atan
qadh-qadll yang berwenang
menangani perkara—perkara
sipil (bukan militer).

(). qadli al-Jund atau qadli al-
’Askari, yaitu qadli yang ber-
wenang dan mempunyai tugas
menyelesaikan perkara-
perkara di lapangan militer.

(3) nadhir al-Madhalim, yaitu
pejabat  kehakiman = yang
menyelesaikan perkara-
perkara yang menyangkut
penyelewengan-penyeleweng
an pejabat pemerintah (per-
adilan tata usaha negara).
Tugasnya antara lain
menyelesaikan soal-soal per-
lakuan tidak adil atau peng-
aniayaan yang dilakukan oleh
pejabat pemenntah terhadap
rakyat, umpamanys pajak ter-
lalu tinggi, penyitaan harta
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2).

dengan tidak: sah, dan seba-
gainya.
Untuk di daerah-daerah, kekuasa-
an peradilan itu dibagi pada tiga
komposisi, : yaitu:
(1). Inspektur: (al-Mufattisy)
(2). Hakim (al-Qadli)
(3). Wakil I;nkim (Nuwab al-
Qadli). 12
Adapun hukum materil yang digu-
nakan oleh peradilap-peradilan
dan/atau lembaga kebakimar ter-
sebut ialah hukum-| hukum figh dari
madzhab Imam Aby’ Hanifah seba-
gai madzhab resmi yang berlaku di
KeraJaan Turki Usmani. 13) per.

‘adilan-peradilan dengan perbeda-

an-perbedaan kewenangan tersebut
berlaku dan terdapat pula untuk

tingkat daerafy. dalam = kekuasaan
yurisdiksi Turki Usmani.
Syurthah

Kelembagaan ini diserahi kewe-
nangan dalam pelaksanaan hukum-
hukum non-syari’ah, misalnya
ganun, bidang keagamaan dan ke-
tertiban, khususnya yang me-
nyangkut tugas-tugas kepolisian.
Lembaga ini dikepalai oleh Shahib
al-Syurthah. Kadang- kadang di-
sebut juga dengan Shahib al-
Mu’unah, atau malah
kadang-kadang. disebut dengan
Wali. Secara konkrit tugasnya ia-

lah mencegah timbulnya keja-
" hatan-kejahatan kriminal,

meme-

rikss: pelanggaran-pelanggaran hu-
kum, dan menghukum orang yang
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bersalah. Hukum materil yang di-
pakainya dalam hal ini ‘ialah- hu-
kum- adat setempat.“)

2. Kelembagaan dalam Bidang Ke-

agamaan

Yang dimaksud kelembagaan da-
lam bidang keagamaan ini ialah lemba-
ga fatwa. Sebutan fatwa dalam arti
asalnya ialah hasil-hasil kerja para
pemberi fatwa, pemberi fatwa disebut
dengan mufti. Jadi lembaga fatwa ia-
lah tempat bertugasnya para mufti.
Lembaga ini bermula dari adanya ahli-
ahli hukum Islam yang selalu mendapat
pertanyaan-pertanyaan tentang hukum
dari masyarakat. Jawaban yang diberi-
kan ahli hukum itu disebut fatwa, dan
yang memberikan jawaban itu sendiri
disebut mufti. Kemudian ada mufti
yang diangkat oleh khalifah atau sultan,
dan dengan demikian timbullah jabatan
mufti yang resmi dalam negara. Fatwa
yang diberikan mufti inilah yang men-
jadi pagangan negara. Dalam sistem
pemerintahan Kerajaan Turki Usmani
mufti resmi itu diberi gelar Syeikh al-
Islam, yang kewenangan khususnya ia-
lah mewakili Khalifah atau Sultan da-
lam melaksanakan wewenang keagama-
annya. Bahkan dalam berperang atau
demai pun, Sultan tergantung pada
fatwa dari mufti itu. Sultan tidak akan
memberi- komando perang sebeluin
mendapat fatwa setuji dari mufti
(Syeikh al- Islaml.™

3. Kelemblm dulum Bidang Poli-
tik



Kelembagaan dalam bidang politik
ini ialah yang melaksanakan tugas-tugas
Khalifah atan Sultan dalam hal politik
dan penyelenggaraan kenegaraan atan

tugas-tugas duniawinya. Pejabatnya
yang diangkat oleh Khalifah disebut
Sadr al- A’dham, yang dalam bahasa
sehari-hari di Kerajaan Turki Usmani
disebut dengan Sadrazam. Pejabat’ ini
mengepalai  kementerian-kementerian
yang ada dalam bidang-bidang
penyelenggaraan negara. Karena itu
Sadrazam berarti’ Perdana Menteri. -
Ketiga kelembagaan tersebut di
atas semata-mata adalah pelaksana
tugas-tugas  Sultan. Pejabat—pe_]abat
yang ada“di dalamnya tidak ‘mempunyai
suara dalam soal pemerintahan, dan ha-
nya melaksanakan permtah Sulta.n
Sadrazam menjalankan tugas pemerin-
tahan di kala Sultan tidak ada di tem-
pat. Tugas-tugas pemenntaban yang
dijalankannya adalah sesuai kehendak
Sultan. Demikian pula fatwa Sycikh
al-Islam adalah dalam memenuhi ke-
pentingan Sultan, sebagaimana peradl-
lan juga berlaku menurut kebijaksanaan
Sultan, baik melalui tugas Syeikh al-Is-
lam maupun melalui tugas Sadrazam.
Kondisi tersebut di atas memperli-
hatkan bahwa kekuasaan Sultan, meski-
pun mgas~tugasnya dlbagx-baglkan
adalah absolut. Keabsolutan kekuasaan
Sultan tersebut baru kemudian dipan-
dang sebagai salah satu faktor yang me-
nyebabkan Kerajaan Turki Usmam
mundur, terkalahkan oleh Eropa, baik
militer, ekonomi maupun peradaban.

1. Pengadaan

hirnya Tandhimat yang prolognya dipa-
kai oleh Sultan Mahmud 1I pada awal
abad ke-19,

IV. Hukum dan Peradilan Islam Se-
sudah Tandhimat (1239-1924 M)
Secara harfiah, Tandhimat berasal

dari bahasa Arab yang berarti meng-

atur, menyusun, dan memperbaiki.

Dikaitkan dengan Kerajaan Turki Us-

mani, Tandhimat ialah suatu zaman

yang memang banyak diadakan peratur-
an dan undang-undang baru.!® Secara
ringkas, Tandhimat ialah suatu zaman

(periode) penggalakan _peraturan-per-

aturan dan perundang-undangan di

Kerajaan Turki Usmani dalam rangka

pembaharuan. Munculnya ‘Tandhimat,

dilatarbelakangi oleh kesadaran bangsa

Turki Usmani akan ketinggalannya

dibanding bangsa Eropa. Pemuka-pe-

muka pembaharu, di zaman ini ialah

Musthafa Rasyid Pasya dan Mahmed

Sadik Rif’at Pasya.

Ide-ide mereka dalam memajukan

Turki Usmani adalah:

undang-undang  dan
peraturan-peraturan.  Sultan dan
pembesar-pembesar negara harus
tundiik pada undang-undang  dan
peraturan-peraturan, negara
haruslah merupakan Negara Hu-

2. Harus ada Kkesejahterean rakyat,
dengan menmgkatkm bidang-bi-
dang pertanian dan perdagangan

3. Hak-hak rakyat. dxjamm dan keadi-
lan harus ditsgakkan.  Kepen-



tingan rakyat harus diperhatikan
karena .pemerintah  didirikan ada-
lah untuk kepentmgan rakyat bu-

i kAW sebahkya

Perjuangan para pendukung Tan-
dhimat “itu - berbasil dengan ditetap-
kannya Hatt-i Syerif Gulhane (Piagam
Guthane) pada 3 Nopember 1839 M.
sebagm dasar Thandimat. 18 Cakupan
isi piagam ini terlihat pada konside-
rannya bahwa pada masa permulaan
Kerajaan Usmani, syarat dan undang-
undang negara'dipatuhi dan karena itu
kerajaan menjadi besar serta kuat, rak-
yat hidup dalam kemakmuran. Tetapi

pada ‘masa” 150 tahun terakhir ‘syarat

dan mdang-undang negara tidak diper-

hatikan lagi, ' akibatnya kemakmuran

rakyat hilang, negara menjadi lemah.

Oleh karena itu perlu diadakan per-

ubahan-perubahan. Dasar-dasar per-

ubahan itu ialah: :

1. Terjaminnya keteateraman hidup,
harta dan kehormatan warga nega-
ra.”

2. Peraturan mengenai pemungutan

. pajak.

3. Peraturan mengenax kewajlba.n dan
Ismanya dinas militer.’”
Sebelum. piagam .ini lahir, keku-

asaan :hukum :yang banyak dipegang

- -oleh-Syeikh al-Islam, telah dirobah oleh

Sultan Mahmud II dengan membagi
porsi lapangannya. Syeikh al-Islam ha-
nya berwenang pada hukum-hukum
syari’ah {agama) dalam arti sempit, ya-
itu hukum-hukum. ibadah dan keluarga,
Sedangmn hukum-hukum publik dan

, hukum-hukum yang berkenaan dengan
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ekonomi serta politik negara, kewe-
nangannya diserahkan kepada Dewan
Pemncang Hukum, sumber hukumnya

-~ dari hukum Eropa. - Olehi karena itu se-"

telah piagam Gulhan ditetapkan, bertu-
rut-turut undang-undang dan peraturan-
peraturan yang berdasar pada piagam
itu bermunculan. Pada tahun 1840 di-
tetapkan Undang-undang < Hukum Pi-
dana yang di dalamnya memuat anti
korupsi. Pada tahun 1847 didirikan ma-
hkamah-mahkamah baru untuk urusan
pidana dan sipil, dan pada tahun itu
juga didirikan Bank Usmani dengan
langkah pertamanya mengganti mata
uang dengan yang baru yang memakai
sistem desimal. Pada tahun 1850 dite-
tapkanlah Undang-undang Hukum Da-
gang yang bersumber dari hukum da-
gang Perancis.

Kerajaan Turki Usmani yang kala
it ada pada pihak yang kalah oleh
Eropa, didesak oleh bangsa Eropa un-
tuk mengeluarkan aturan- aturan yang
menjamin persamaan hak antara rakyat
yang beragama Islam dengan rakyat
yang tidak beragama Islam, terutama
yang berasal dari Eropa. Atas desakan
itu make pada 18 Pebruari 1856 di-
umumkan lagi satu piagam baru, Hatt-i
Humayun (piagam Humayun) Isi po-
kok dalam plagam ini ialah, di sampmg
menguatkan piagam ~Gulhane, juga
yang penting ialah pembaharuan status
warga negara non-muslim dengan ada-
nya jaminan kebebasan beragama dan
beribadat, dan kesempatan-kesempatan
untuk  menduduki *  jebatan-jabatan
pamerintah tidak hanya diberikan ber-
dasarkan pada penganutan agama, ba-



hasa, dan ras yang bersangkutan.m)
Setelah lahirnya piagam tersebut,

berturut-turut dltetagkan undang-un-:

dang sebagal ‘berikut:

1. Tahun 1858 Undang-undang Hu-
. kum Tanah

2.

Tahun 1858 Undang-undang Hu-
kum Pidana, yang diambil dari hu-
kum pidana Perancis-dan Ttali.

3. Tahun 1861 Undang-undang Po-
kok Peradilan Dagang.

4. Tahun 1863 Undang-undang Hu-
kum Laut

5. Tahun 1883 Undang-undang Hu-
kum Acara Perdata ©~

6. Tahun 1906 Undang-undang Ek-

sekusi. -

D1 tengah-tengah lahimya bebera-
pa undang-undang tersebut, pada tahun
1876 tersusun himpunan undang-un-
dang hukum perdata. Himpunan un-
dang-undang ini dibentuk/disusun "da-
lam satu buku Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yang diberi nama al-
Majallah al-Ahkam al-’Adliyah. Ma-
teri dalam kitab undang-undang terse-
but pada umumnya diambil dari kitab-
kitab dhahir al-riwayah madzhab Ha-
nafi. Jika terdapat perbedaan pendapat
antara ulama-ulama Hanafiyah, baik
yang tertuang dalam kitab-kitab terse-
butmaupun dalam praktek sehari-hari,
maka yang diambil adalah pendapat
yang dipandang lebih sesuai dan cocok
dengan keadaan,  waktu, dan.kepen-
tingan atau kemaslahatan umum.

Secara sistematis, al-Majallah al-
Ahkam al-Adliyah itu dibagi ke dalam
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16 bab, yaitu: (1) tentang Jual-beli (al-
Buyw’), - (2) . tentang Sewa-
menyewa/Perburvhan (al-ljarah), (3)

tentang Tanggungan (al-Kafalah), (4)

tentang Pemindahan Hutang atau Piu-
tang (al-Hiwalah), (5) tentang Gadai
(al-Rabn), (6) tentang Titipan (al-Ama-
nat), (7) tentang Hibah (al-Hibah), (8)
tentang Rampasan dan Pengrusakan (al-
Ghasb wa al-Itlaf), (9) tentang Pengam-
puan, Paksaan dan Hak Beli dengan
Paksa . (al-Ha_]r, al- Ikrah, dan al-
Syufah), (10) tentang Sarikat Dagang
(al- Syarikat), (11) tentang Perwakilan
(al-Wakalah), (12) tentang Perdamaian
dan Pembebasan Hak (al-Shulh wa al-
Tbra’ s (13) tentang Pengakuan (al-
Iqrar), (14) téntang Gugatan (al-
Da’wa), (15) tentang Pembuktian dan
Sumpah (al-Bayyinah wa al-Tahlif),
(16) tentang Peradllan, Pemenksaan di
Pengadilan (al- Qadla).2%

Selain kitab. al-Majallah al-Ahkam
al-Adliyah yang merupakan Kitab Un-
dang-undang Hukum Perdata kemudian
pada tahun 1918 dikeluarkan pula Un-
dang-undang Keluarga (Qanun al-
Ailat). Undang-undang ini dik-
hususkan untuk masalah-masalah kawin
dan putusnya pefkaWinan.24) Sumber
materilnya bukan hanya dari figh- figh
madzhab. Hanafi, tetapi juga dari sum-
ber-sumber. lain, termasuk hukum
Eropa.

Dikeluarkannya berbagai undang-
undang sebagaimana disebutkan di atas,
menampakkan bahwa hukum-hukom di
Kerajaan Usmani ‘demikian beragam,



&

Sebagai konsekwensi dari proses politik
sekularisasi Turki Usmani, aspek hu-
kum juga dikembangkan sedemikian

- rupa’untuk*mendukung sekularisasi ter-

sebut. Untuk menampung keberlakuan
perundang- undangan yang banyak itu,
jenis-jenis peradilan’ juga berkembang,
apalagi soal-soal agama'juga ditetapkan
dalam perundang-undangan yang dimu-
lai dari piagam Humayun. Persamaan
dan toleransi beragama sebagaimans di-

" tetapkan ‘dalamspiagam Humayun, me-

wujudkan pula lahimya peradilan untuk
warga negara yang tidak beragama Is-
lam. Lalu berkembang pulalah peradi-
lan-peradilan;’, yang . dipimpin_oleh,. ha-
kim-hakim yang non-muslim.

Dari . macam = kelembagaannya,
muncullah Pengadilan Islam, Peng-
adilang, Campuran, Pengadilan Orang-
orang' Pribumi (bumi-pulera), Peng-
adilan Agama Non-Islam dan Peng-
adilan* Ekstra Territorial.?® 'Peng-
adilen-pengadilap. yang bermacam-ma-
cam itu dibentuk untuk menampung pe-
lalsanaan undang-undang yang: juga
bermacam-macam itu, dan banyaknya
undang-undang itu pula disebabkan ka-
rena kebijaksanaan politik Kerajaan Us-
mani untuk menampung masyarakat
yang hiterogin.

. Terlihat pula dalam perkembangan
hukum dan perundang-undangan di
Kerajaan Turki Usmani, bahwa hukum
Islam " semakin tersisih oleh politik
sekularisme, yang sampai pada Kkli-
maknya, “yaitu _dihapuskannya sistem
khilafah dalam pemcnnhhan oleh Ma-
jlis Nasiona! Agung pimpinan Musthafu
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Kamal Attaturk pada tahun 1924. Bah-
kan sebelum itu, tepatnya tahuni1922,
Sultan Turki Usmani terakhir, Muham-
~mad IV (Wahiduddin), sudah tidak ber--"
peran lagi sebagai;khalifah dalam la-
pangan politik. /. Dengan terhapusnya
sistem khilafah, maka -berakhirlah
Kerajaan Turki Usmani, berubah men-
jadi Republik Turki seperti yang ada
sekarang ini.

V. Penutup
-Dari’ uraian tersebut di- atas dapat

diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai

benkut:

1. "Hukum Islam di-masa Kerajaan
Turki Usmani, dilihat dari’ per-
kembangan sejarahnya adalah ber-
ada pada pase taklid, berdasar
pada periodisasi yang ditentukan
oleh Muhammad Kbudlan *Bik.
Taklid yang terjadi:diperlihathan
oleh keberlakuan figh madzhab
Hanafi sebagai yang tertuang da-
lam sebagian bukum materilnya.

2. Hukum dan Peradilan di Kerajaan
Turki Usmani sebelum masa
Tandhimat, adalah hukum Islam
untuk semua golongan masyarakat
yang tidak beragama:Islam sekali-
Syeikh al-Islam (mufti) sangat be-
sar dalam kerajaan.

3. Hukum dan Peradilan di Kerajaan
Turki Usmani sesudah ditetap-
kannya Pisgam Gulhane dan Hu-
mayun yang menandai lahirnya
masa Tandhimat, tidak lagi sepe-



nuhnya hukum Islam, melainkan
juga : bukum~ yang diadopsi dari
telah* Tandhimat, Turki® Usmani
tergiring# menjadi negara sekuler;
dan: nampakii'sepenubnya, setelah
penghapusan: khilafah.
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